BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

bahwe

untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah
menyvempurnakan Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 23 Desember
201+ Nomor 910/288/2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Dacrah  Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2015;
bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
dilalcukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
1ungegyl;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2015;

)

Anggaran
Anggaran

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahunl945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Dacrah  Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Repubidk Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lemberan Segara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
L] dxub h dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
103, Tambahan Lumbalan Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undung-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara P)pubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004
Nomor 1206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribust Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pcraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
LLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
74

m S s BEEQT7
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undung-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

)

46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
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sraruran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peratl_lran Gayji

- wai Neweri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
— ~omor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
T~Eomcn" 5008), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Lit'z.z'z;lz'; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013  tentang
}-‘u‘ﬁbahan lielima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1077 wntang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

e
Pet

peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Kenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Prowkoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
eraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Letiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Nedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negarz
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 457595);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Normor 4578);

Peraturan Permerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

{v %




26.

~1

2
bt

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinzan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Feuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
heterangan  Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Dacrah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentil Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Dacerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Alkkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
ncdonesia Nomor 5165);

i

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

7

oY, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
lentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran

N

Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
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presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan (

pernanfaatal Dana }‘\;apitasi Jaminan }‘}"-’SChdt&ﬂ Nasional pa?lz
=~ silitas hesehatan Tingkat Pertama Mililc Pemerintah (Lembara
H 5= amblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) =

Negara Repub:t:

presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (entan
* 4

Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Nt’gdlg

B v i ® o .d
4 Tahun 2014 Nomor 199); ;

i"cI'Li'LUT&n

/
4 ran
pelaksanaal
Pembe nukan ‘
Republik Indones!
i Erasigies , P 162. Tahun 2014 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
(Lcmbnr;m Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor =

peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentan
polkok-Pokok Pengelolaan changan Daerah (Lembaran Daeras
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentano
Retribusi  Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Dacfa;
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 130);

peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daera;
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 131);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang

clribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerag
abupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 132);

R
K

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 133);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010

I

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 134);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 1335);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pajale Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 136);

craturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang
ajuk Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 137);
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor
deiele Al { 1 . By >
Pajale Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Lembaran Daerah

9]
i
l')

18 Tahun 2010 tentang
Kudus Tahun 2010

Kabupaten Kudus
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Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Pajzk Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
Febupaien Hudus Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Daerch l; bupaten Kudus Nomor 139);
Peraturaa Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2010 Nomor 20, T

ambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus
Nomor 140);

Peranuran Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011
N SR, = m

MNOINOT

o, Tambahan Lembaran

Daerah  Kabupaten Kudus
Nowor 143);

Peraturan Dacr:

di Kabupaten Kudus
Retribus

Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Terminal (Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus Tahun
U1l Nomor 12, Tambahan Lembaran Duacrah Kabupaten Kudus
Nownor 144y

Peraturan Daw

I 1h Kebupaten Kudus Nomoer 7 Tahun 2011 tentang
Reinbus

I

IN

Fempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten

wadus Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
abupaten Kudus Nomor 145);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Reinbust Pelayanan P
1

arkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
hobupaten Kudus Tahun 2011 Nomor

8, Tambahan Lembaran
Daecrah Kabupaten Kudus Nomor

140);
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rewibust Pengujian  Kendaraan Bermotor
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 9,
Ducerah Kabupaten Kudus Nomor 147);

(Lembaran Daerah
Tambahan Lembaran

aturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rewribust  lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun

2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 148);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rewribust Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembara
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi  Pemakaian  Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembara
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150) sebagaimana diubah dengar
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan ata
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 ¢
Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah  (Lembau
Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 8,
Duerah Kabupaten Kudus Nomor 180);

i
1tan!

ran DAL ral
Tambahan Lembara

y r . 3 3 M. s DN AT
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentan

i
J

Retribusi  Rumah Potong Hewan (Lembaran Dacrah 1\_1L»:p;\w
Kudus Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran  Daere
Kabupaten Kudus Nomor 151);

Qk o4
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46. Peraturan Dacran
Bajak: Min ‘C{h :I‘ bupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang
1cral B

otar ukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah

4
Daerah I w‘\“ ‘Us Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran
« habupaten Kudus Nomor 139);

<. Peraturan D
Painl (anmauah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang
& -
ngan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun

2010 r\QIIlUI‘ ')
20, Tamb: » -
Nomor 140); ahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus

48. Peraturan Daerah
Pajak Hiburan
Nomor S,
Nomor 143);

! Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011
Tambahan Lembaran  Dacrah Kabupaten Kudus

Pi.‘l'ciLUI“‘n arer: ; :
N Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang

3011 ;\TUH‘(]Jtél"lil’.l)lltl’i" (Lcmhamn Dacrah Kabupatc/n Kudus 'Ijahun
iy 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus

oU. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Retribusi Tempat \husus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
1§leLls Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 1495);

>1. P
R

J

craturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tept Jalan Umum (Lembaran Daecrah
habupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 146);

o2, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang
I\jctribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 147);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rewribust  1zin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 148);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 149);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Rewribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Dae m.h Kabupaten Kudus Nomor 180);

56.. Pe raturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribus Rumah Potong Hewan (Lembaran Dacrah Kabupaten
Kudus ’l*lmn 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
I

Kabupaten IKudus Nomor 151);
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Peraturan Dacraph xal -

R”"ribu;j I"L\L r\a]n I\éguputcn Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang

. T»}_.n A.f_‘ndll'lkarl Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
LUUS allun i .

oo=® o tabun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Nomgr 153);

f;cr‘ayura.n Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang
k'c1 usahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 155);

Ir’c;.'aturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Dacrah  Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Le

cmbaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus
Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabhupaten
Kudus Nomor 158);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Alcta
Catatan Sipil (Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2012
Nomor &, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
159) sebagaimana ditinjau dengan Peraturan Bupati Nomor 16
Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribust
Pengeantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Retribusi  Tempat  Penginapan/Pesanggrahan/Villa  (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 160);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 161);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Retribust Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 162);
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Retribusi  Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lermnbaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 163);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran
Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 164);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Retribust Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Nomor 165);

T ¢A



sMenetapkan

L

©> Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang

H"»T—’"H_r‘glb‘l Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah

‘Patent Kudus Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran
“avran habupaten Kudus Nomor 167);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN ffENDAgAQT&NS DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARA 5.

Pasal 1

ia Dacrah Te wgwaran 2015 sebagai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah lahun Angga g

berilout:

a. Pendapatan Dacrah Rp 1.617.:76537.89”/.()09,00
b. Belanja Dacrah Rp 1.842.667.762.000,00
~ Rp (224.903.865.000,00)

Surplus/(Decfisit)
Pembilayaan Daerah: 7
Rp 238.852.865.000,00
13.949.000.000,00

Penerimaan
2. Pengeluaran Rp
Pembiayaan netto

Rp 224.903.865.000,00
0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

[

terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 244.741.959.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.025.535.851.000,00
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

Rp 347.486.087.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan:
Pajak Daerah sejumlah Rp 64.925.668.000,00

c.
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 24.490.215.000,00
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

Rp 8.611.400.000,00
d. Lamn-lain  Pendapatan Asli Daerah vyang Sah Sejumlah
Rp 146.714.676.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :

4. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 179.549.844.000,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 784.919.177.000,00

. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 61.066.830.000,00

J},(w&
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lain P
y '1 cndapatan Dacrah yang Sah sebagaimana dimaksud pads
«l (1) huruf ¢ terdir dari jenis pendapatan :

,“‘” vah sejumlah Rp 10.427.090.000,00

I} na Bagl Hasil Pajal sejumlah Rp 90.081.583.000,00

Dana Penyesuaian  dan Otonomi Khusus

~ Rp 246.977.414.000 ,00

d. Bantuan KReuangan dari Provinsi atau dari
Lainnya sejumlah Rp 0,00

f“" LL‘;iI ]~

sejumle

@]

Pemerintah Daer

Pasal 3

(1) Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri
dari : -
a. Belanja Tidak Langsung bL_]UITlld Rp 1.010.330.634.000,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp 832.337.128.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

‘ a. E;’wlan‘éu Pegawai sejumlah Rp 833.748.254.000,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp 70.802.000,00

Jelanja Hibah sejumlah Rp 26.052.945.000,00
Ld inja Bantuan Sosial sgumlah Rp 23.830.757.000,00
e. IJdupM Bagi Hasil sejumlah Rp 8.697.695. 000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 114, 930.181.000,00
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.000. 000.000,00

.

o
=

3] Belanjia Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

(3) Belan
terdiri dari jenis belanja :

Belanja Pegawai sejumlah Rp 56.290.038.000,00

Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 400.977.095.000,00

- Belanja Modal sejumlah Rp 375.069.995.000,00

C.

=]
A

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c

v terdirt dari :

&. Penerimaan sejumlah Rp 238.852.865.000,00
h. Pengeluaran sejumlah Rp 13.949.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pemblayaan :
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SILPA) scjumlah Rp 238.852.865.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Ry 13.834.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 115.000.000,00

J{olfe



pa’

"{:a‘xcm l'ebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
hudus Tahun Angearan 2015 schagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
wreanium dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahlkan
dari Peraturan Dacrah ini, terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan APBD;

2. Lampiran 1] Ringlkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Dacrah dan Organisast;

3. Lampiran 1l Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Dacrah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

4. Lampiran 1V Rekapitulasi  Belanja ~ menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
dan Kegiatan,

5. Lampiran vV Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara,

o.  Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;
Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
3. Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah;
<. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran

Ini;
12. Lampiran XII  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII ~ Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutmya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(1) Dalam keadaan darurat atau mendesak, Bupati dapat melakukan

Sl RS
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(2) Keadaan darurat secbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
memenuhi kriteria sebagai berikut
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah dacrah; dan
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan olch keadaan darurat atau mendesak.

b.
c.
d.

Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pclayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan  mendesak lainnya yang apabila  ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015,

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Kudus.

x R Telah diteliti 2tns kebenarannya ; W

g”[_,;;':- - jabatan Pdraf \
i 1”" o - Ditetapkan di Kyidus
RS e e *—-*—‘ — mber 2014
{2 STEN STKDA i !
i A Dt BADARN | v DUS,
c —
KEPALS GAGIAN S { “' i -~
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Diundangkan di Kudus,
pada tanggal - 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : 295 / 2014e

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.11.26
14:29:39 +07'00"
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